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This study discusses how the legal certainty and legal protection of the execu-
tion of the agreement that has been validated (homologation) between the Re-
spondent Postponement of Obligation of Debt Payment (PODP) to the creditor. 
Implementation of the execution of homologation between the Respondent for 
the PODP to the creditors is obtained through Article 170 paragraph 1 of Law 
Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Pay-
ment Obligation, where if the debtor fails to fulfill the homologation agreement 
the creditor may demand the cancellation of the treaty, which may make the debt-
or’s position republished, so that any assets of the debtor may be executed as 
before any homologation agreement. The execution on the decision used in this 
study does not materialize for the creditor, because although the debtor has been 
manifestly and proven to have defaulted against the homologation, the creditor 
canceling the agreement is not granted by the Panel of Judges..
Penelitian ini membahas bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hu-
kum pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi) 
antara termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap 
kreditur. Pelaksanaan eksekusi terhadap homologasi antara termohon PKPU ter-
hadap kreditur didapat melalui Pasal 170 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Ta-
hun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di 
mana apabila debitur lalai memenuhi perjanjian homologasi tersebut, maka kre-
ditur dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut, yang membuat posisi de-
bitur dapat dipailitkan kembali, sehingga segala aset yang dimiliki debitur dapat 
dieksekusi seperti sebelum adanya perjanjian homologasi. Pelaksanaan eksekusi 
pada putusan yang digunakan dalam penelitian ini tidak terwujud bagi kreditur, 
dikarenakan meskipun debitur telah secara nyata dan terbukti melakukan wan-
prestasi terhadap perjanjian homologasi, gugatan kreditur untuk membatalkan 
perjanjian tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.
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Pendahuluan
Perjanjian utang piutang adalah suatu kata sepakat 
antara dua pihak atau lebih untuk melepaskan atau 
menyerahkan dari pihak lainnya suatu jumlah uang 
tertentu atau jumlah barang yang sama, yang jenis 
dan keadaannya sama. Dalam proses perjanjian utang 
piutang tersebut, kreditur akan meminta adanya ja-
minan untuk pinjaman yang diberikan kepada debi-
tur guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di 
kemudian hari, terutama yang menyangkut masalah 
pengembalian pinjaman. Suatu perjanjian diartikan 
juga sebagai suatu persetujuan. Persetujuan adalah 
suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih me-
ngenai harta benda kekayaan mereka, yang bertuju-
an mengikat kedua belah pihak (Prodjodikoro, 1981). 
Utang piutang adalah suatu perjanjian di mana pihak 
yang satu (kreditur) melepaskan atau menyerahkan 
dari pihak lainnya (debitur) suatu jumlah uang ter-
tentu atau jumlah barang yang sama yang jenis dan 
keadaannya sama (Soerjopratikjo, 1994).
Saat terjadi masalah dalam perjanjian utang piutang 
atau wanprestasi, jika melihat regulasi barang ber-
gerak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan barang 
tidak bergerak diatur dalam Undang-undang No-
mor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka 
jaminan dapat dieksekusi melalui 3 (tiga) cara, yaitu 
(Fuady, 2013):
1. Secara sifat eksekusi (dengan memakai titel ek-
sekutorial), yakni lewat suatu penetapan peng-
adilan;
2. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual 
(tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan 
pelelangan umum;
3. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sen-
diri.
Debitur yang memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur, 
berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, dikenal adanya Penundaan Ke-
wajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini terjadi 
akibat debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak 
akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya 
yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan 
maksud untuk mengajukan rencana perdamaian 
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau 
seluruh utang kepada kreditur. 
Permohonan untuk PKPU ini dituangkan dalam 
bentuk perjanjian, perjanjiannya disebut dengan per-
janjian homologasi. Perjanjian homologasi adalah 
pengesahan oleh hakim atas persetujuan antara debi-
tur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan (KBBI, 
2008). Kenyataannya, perjanjian homologasi ini be-
lum tentu dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana 
yang tertuang di dalamnya, seperti pada putusan 
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 397K/Pdt.Sus-Pailit/2017, 
di mana debitur melakukan wanprestasi atas per-
janjian homologasi akan tetapi saat kreditur hendak 
membatalkan perjanjian tersebut karena wanprestasi 
yang dilakukan debitur, keinginannya tersebut tidak 
dikabulkan oleh pengadilan.
Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat rumusan 
masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kepastian 
hukum pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian 
yang telah disahkan (homologasi)? dan; (2) Bagaima-
na perlindungan hukum pelaksanaan eksekusi terha-
dap perjanjian yang telah disahkan (homologasi)?
Eksekusi 
Harahap (1991) mengemukakan bahwa eksekusi 
adalah merupakan tindakan hukum yang dilakukan 
oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam sua-
tu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari 
proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari 
keseluruhan proses hukum acara perdata. Jadi di da-
lam makna perkataan eksekusi sudah mengandung 
arti pihak yang kalah mau tidak mau harus menaati 
putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu ha-
rus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuat-
an umum (polisi bahkan kalau perlu militer (angkat-
an bersenjata)) (Subekti, 1989).
Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk me-
realisasikan putusan kepada yang berhak menerima 
dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan 
eksekusi (Bachar, 1995). Menurut Supomo (1986) ek-
sekusi adalah hukum yang mengatur cara dan sya-
rat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna 
membantu pihak yang berkepentingan untuk men-
jalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah 
tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam 
waktu yang ditentukan.
Hal menjalankan putusan hakim diatur dalam bagi-
an kelima mulai pasal-pasal 195 s. d. 224 HIR atau 
Stb. 1941 No. 44 yang berlaku di pulau Jawa dan Ma-
dura, sedang untuk daerah diluar pulau Jawa dan 
Madura digunakan bagian keempat pasal-pasal 206 
s.d. 25 RBg atau Stb. 1927 No. 227. Peraturan ini tidak 
hanya mengatur tentang menjalankan eksekusi pu-
tusan pengadilan saja akan tetapi juga memuat peng-
aturan tentang upaya paksa dalam eksekusi yakni 
sandera, sita eksekusi, upaya lain berupa perlawan-
an (Verzet) serta akta autentik yang memiliki alasan 
eksekusi yang dipersamakan dengan putusan yakni 
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akta grosse hipotek dan surat hutang dengan kepala 
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa” (Bachar, 1995).
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1964 tanggal 
22 Januari 1964 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung 
No. 04/1975 tanggal 1 Desember 1975 membekukan 
keberlakuan pasal 209 sampai dengan pasal 222 HIR, 
karena sandera bertentangan dengan salah satu sila 
dari dasar falsafah negara Indonesia, yaitu berten-
tangan dengan sila Perikemanusiaan, salah satu sila 
dari Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan Surat 
Edaran di atas, sandera dilarang untuk diperlakukan 
(vide putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Februari 
1975 Reg. No. 951 K/Sip/1974, termuat dalam “DIAN 
YUSTISIA’, Pengadilan Tinggi Bandung, 1978, hal. 
378-382) (Sutantio dan Oeripkartawinata, 1989). Ar-
tinya bahwa pasal 209 sampai pasal 222 HIR yang 
mengatur tentang “Sandera”, tidak lagi diperlaku-
kan secara efektif. Seorang debitur yang dihukum 
“Disandera” sebagai upaya memaksa sanak keluar-
ganya melaksanakan pembayaran menurut putusan 
pengadilan (Harahap, 1991).
Selain peraturan-peraturan di atas masih ada pera-
turan lain yang dapat menjadi dasar penerapan ekse-
kusi yaitu: (Bachar, 1995)
a. Undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekua-
saan Kehakiman, pasal 33 ayat (4) yaitu tentang 
kewajiban hukum yang bersendikan norma-nor-
ma moral, di mana dalam melaksanakan putus-
an pengadilan diusahakan supaya perikemanu-
siaan dan perikeadilan tetap terpelihara.
b. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 14 tahun 
1970 jo. pasal 60 Undang-undang No. 2 tahun 
1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bah-
wa yang melaksanakan putusan pengadilan da-
lam perkara perdata adalah panitera dan juru 
sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
c. Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan 
Agama diatur dalam Stb. 1982 No. 152 pasal 2 
ayat (5) menyatakan, sesudah itu keputusan da-
pat dijalankan menurut aturan-aturan biasa ten-
tang menjalankan keputusan-keputusan Peng-
adilan Umum dalam perkara ini dan Stb. 1937 
No. 63-639, pasal 3 ayat (5) alinea 3 berbunyi, 
sesudah itu keputusan dapat dijalankan menu-
rut aturan-aturan menjalankan keputusan Sipil 
Pengadilan Negeri (Peraturan Pemerintah No. 
45/1957 pasal 4 ayat (5) dan pasal-pasal lain yang 
berhubungan).
d. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 
yang disempurnakan pasal 5 dinyatakan bah-
wa permohonan Peninjauan Kembali tidak me-
nangguhkan atau menghentikan pelaksanaan 
eksekusi.
e. SEMA No. 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa 
penyanderaan ditujukan pada orang yang su-
dah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-
-hutangnya dan kalau disandera dan karena itu 
kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak lagi ada 
kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang 
atau barang-barang untuk melunasi hutangnya.
Eksekusi terdapat berbagai macam yang diatur di da-
lam HIR diantaranya: a) Eksekusi yang diatur dalam 
pasal 196 HIR dan seterusnya di mana seseorang di-
hukum untuk membayar sejumlah uang; b) Eksekusi 
yang diatur dalam pasal 225 HIR, di mana seseorang 
dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan; dan 
c) Eksekusi riil yang dalam praktek banyak dilaku-
kan akan tetapi tidak diatur dalam HIR. 
Perjanjian
Subekti (2003) mengatakan bahwa suatu perjanjian 
adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji ke-
pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling 
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari pe-
ristiwa ini menciptakan suatu hubungan antara dua 
pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Sehingga, 
definisi perikatan adalah suatu perhubungan hukum 
antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana 
pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pi-
hak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban un-
tuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 2003).
Sedangkan pendapat dari Muhammad (1990) bahwa 
perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi an-
tara debitur dan kreditur yang terletak dalam bidang 
harta kekayaan. Pada Pasal 1233 KUHPerdata dikata-
kan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena 
persetujuan maupun karena undang-undang. Pasal 
1320 KUHPerdata mensyaratkan hal-hal berikut di 
bawah ini untuk sahnya suatu perjanjian: a) Sepakat 
mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan un-
tuk membuat suatu perikatan; c) Mengenai suatu hal 
tertentu; dan d) Suatu sebab yang halal. 
Di dalam hukum kontrak yang klasik dikenal asas 
konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas 
kebebasan berkontrak, Budiono (2010) menambah-
kan satu asas lagi yaitu asas keseimbangan. Badrul-
zaman, et al. (2001) membaginya lebih banyak lagi, 
yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualis-
me, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas 
persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepas-
tian hukum, asas moral dan terakhir asas kepatutan. 
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Kata sepakat terjadi dengan pernyataan kehendak 
dari para pihak. Pernyataan atau kehendak tersebut 
harus tertuju pada akibat hukum yang diinginkan, 
yaitu pihak yang bertindak memunculkan keperca-
yaan pada pihak lainnya bahwa kehendaknya itu ter-
tuju pada terbentuknya perjanjian (Badrulzaman, et 
al., 2001). Sekalipun kehendak dan pernyataan berja-
lan seirama, suatu tindakan hukum dapat dibatalkan 
apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, hal ini dia-
tur dalam Pasal 1332-1328 KUHPerdata yang menye-
butkan antara lain:
1. Jika ada ancaman (bedreiging, dwang);
2. Jika ada kekeliruan (dwaling);
3. Jika ada penipuan (bedrog);
4. Jika ada penyalahgunaan keadaan (misbruik van 
omstandigheden). 
Semua alasan yang disebut di atas merupakan aki-
bat adanya cacat dalam kehendak dari pihak yang 
melakukan perbuatan hukum. Suatu perjanjian yang 
cacat kehendak dari para pihak tidak serta merta 
membawa kerugian bagi para pihak karena bisa saja 
perjanjian yang ditutup dalam keadaan demikian 
masih dianggap layak. Oleh karenanya tindakan hu-
kum yang cacat kehendak dinyatakan dapat dibatal-
kan dan berdasarkan asas keseimbangan, pihak yang 
dirugikan dapat mengajukan tuntutan pembatalan 
(Badrulzaman, et al., 2001).
Batal dan kebatalan perikatan diatur dalam Pasal 
1446-1456 KUHPerdata yang singkatnya dinyatakan 
sebagai berikut :
1. Pembatalan perjanjian yang dibuat oleh orang 
yang tidak cakap hukum yaitu anak yang belum 
dewasa, berada di bawah pengampuan serta 
wanita yang terikat dalam perkawinan.
2. Jika perjanjian yang dibuat itu bertentangan de-
ngan undang-undang, ketertiban umum serta 
kesusilaan.
3. Jika terdapat unsur paksaan, kekeliruan atau pe-
nipuan dalam perjanjian itu.
Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang
Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ten-
tang Kepailitan mengatur tentang Penundaan Ke-
wajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 
222. Lebih lanjut, yang di maksud dengan Penundaan 
pembayaran utang (suspension of payment atau su-
rseance van betaling) adalah suatu masa yang dibe-
rikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim 
niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak 
kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk 
memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-
nya dengan memberikan rencana pembayaran selu-
ruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu 
untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi pe-
nundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya 
merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal 
moratorium (Fuady, 2014).
Lembaga pengunduran pembayaran atau penunda-
an pembayaran telah mendapat tempat yang diatur 
dalam Bab II Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah 
ditetapkan menjadi Undang-undang, yaitu Undang-
-undang Nomor 4 Tahun 1998 mulai dari Pasal 212 
hingga Pasal 279. Sementara itu dalam Undang-
-undang Kepailitan yang baru Nomor 37 Tahun 2004 
mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) sebagaimana diatur dalam Bab III yang ter-
diri dari dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang Pe-
nundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat-
nya (Pasal 222-Pasal 264) dan bagian kedua tentang 
Perdamaian (Pasal 265-Pasal 294).
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 
37 Tahun 2004, Pasal 222 ayat 2, bahwa debitur yang 
tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat 
melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang su-
dah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon 
penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan 
maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana 
perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau se-
bagian utang kepada kreditur konkuren. Ketentuan 
ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya penunda-
an kewajiban pembayaran utang (atau juga disebut 
dengan PKPU) berbeda dari kepailitan. Perbedaan-
nya adalah bahwa dalam penundaan tersebut tidak 
didasarkan pada keadaan di mana debitur tidak 
mampu membayar utangnya atau insolven dan tidak 
bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit 
(likuidasi). Penundaan kewajiban pembayaran utang 
juga tidak di maksud untuk kepentingan debitur 
saja, tetapi juga untuk kepentingan para krediturnya, 
khususnya kreditur preferen (konkuren) (Suyatno, 
2012).
Dalam perkara kepailitan dan PKPU, pihak termo-
hon diberikan kesempatan untuk mengajukan perla-
wanan. Dalam praktik beracara di pengadilan, terha-
dap permohonan pailit dapat ditangkis atau dilawan 
dengan permohonan PKPU. Dalam hal ini artinya, 
dalam hal orang perorangan atau badan hukum 
hendak dipailitkan, ia dapat mengajukan eksepsi 
terhadap permohonan pailit agar jangan dipailitkan 
(Sinaga, 2012). Jadi ada dua perkara yang diperiksa 
pada saat bersamaan, yaitu perkara pailit dan perka-
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ra PKPU sebagai jawaban, tanggapan, atau tangkisan 
untuk melawan permohonan pailit. Apabila perkara 
pailit dan perkara PKPU diperiksa pada waktu ber-
samaan, maka perkara PKPU harus diputus terlebih 
dahulu. Pasal 217 ayat 6 Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1998 menyatakan bahwa apabila permohonan 
pernyataan pailit dan permohonan penundaan ke-
wajiban pembayaran utang diperiksa pada saat ber-
samaan, maka permohonan penundaan utang harus 
diperiksa terlebih dahulu.
Dalam Pasal 229 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang 
Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan apabila permo-
honan pernyataan pailit dan permohonan penunda-
an kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat 
yang bersamaan, permohonan penundaan kewajib-
an pembayaran utang harus diputus terlebih dahu-
lu. Permohonan kewajiban pembayaran utang yang 
diajukan setelah adanya permohonan pernyataan 
pailit yang diajukan terhadap debitur, agar diputus 
terlebih dahulu sebagaimana di maksud pada ayat 
3, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan 
permohonan pernyataan pailit. Dengan demikian pi-
hak yang harus berinisiatif untuk mengajukan per-
mohonan penundaan kewajiban pembayaran utang 
adalah pihak debitur, yakni debitur yang sudah tidak 
dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjut-
kan pembayaran utang-utangnya, di mana permo-
honan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitur 
atau kreditur bersama-sama dengan advokat, dalam 
hal ini lawyer yang mempunyai ijin praktek (Pasal 
224 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan PKPU).
Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang
Tumbuan (2001) mengemukakan bahwa dalam kon-
sep PKPU merupakan suatu cara untuk menghindari 
kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi 
harta kekayaan debitur. Khususnya dalam perusa-
haan, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekono-
mis dan kemampuan debitur untuk membuat laba. 
Dengan cara ini kemungkinan besar debitur dapat 
melunasi kewajibannya (Sembiring, 2006). Dalam hal 
ini, tujuan PKPU ialah untuk mencegah seorang de-
bitur yang apapun sebabnya berada dalam kesulitan, 
kekurangan uang, atau sukar memperoleh kredit, 
dinyatakan pailit yang berakibat bahwa harta keka-
yaan dijual dan perusahaannya terpaksa dihentikan, 
sedangkan jika perusahaan itu dapat terus dijalan-
kan, debitur tidak kehilangan harta kekayaannya dan 
para kreditur mungkin mendapatkan pembayaran 
piutang mereka lebih memuaskan daripada jika de-
bitur dinyatakan pailit (Suyatno, 2012).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, 
tidak merumuskan pengertian apa yang di maksud 
dengan PKPU, meskipun tittle dari Undang-undang 
tersebut tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajib-
an Pembayaran Utang. Istilah penundaan Kewajiban 
pembayaran utang (suspension of payment) sangat 
akrab dalam hukum kepailitan. Oleh karenanya per-
lu dibuatkan definisi tentang PKPU. PKPU adalah 
suatu masa tertentu yang diberikan oleh pengadilan 
niaga kepada debitur yang tidak akan dapat melan-
jutkan membayar utang utangnya yang telah jatuh 
tempo dan dapat ditagih, untuk menegosiasikan 
cara pembayarannya kepada kreditur, baik sebagian 
maupun seluruhnya, termasuk merestrukturisasi-
kannya apabila dianggap perlu, dengan mengajukan 
rencana perdamaian yang meliputi tawaran pemba-
yaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kredi-
tur (Sinaga, 2012).
Ada beberapa yang memiliki hak untuk mengajukan 
PKPU, diantaranya adalah: Pertama, jika PKPU di-
ajukan oleh debitur. Berdasarkan pada ketentuan 
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, 
yang di maksud dengan debitur adalah orang yang 
mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-
-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka 
pengadilan.
Sesuai dengan Pasal 222 Undang-undang No. 37 ta-
hun 2004, debitur yang mempunyai lebih dari satu 
kreditur dapat mengajukan PKPU bila ia tidak dapat 
atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan 
membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo 
dan dapat ditagih. Maksud pengajuan oleh debitur 
ini ialah untuk mengajukan rencana perdamaian 
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau 
seluruh utang kepada kreditur. Debitur yang meng-
ajukan ini dapat berupa debitur perorangan ataupun 
debitur badan hukum.
Menurut Pasal 223 Undang-undang No. 37 Tahun 
2004, apabila debitur adalah sebuah bank, maka 
Bank Indonesia yang berwenang mengajukan PKPU. 
Selanjutnya dapat pula yang menjadi pihak debi-
tur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga 
Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan rea-
suransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di 
bidang kepentingan publik.
Kedua, jika PKPU diajukan oleh kreditur.  Berda-
sarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 37 
Tahun 2004, yang di maksud dengan kreditur adalah 
orang yang mempunyai piutang karena perjanjian 
atau undang-undang yang dapat ditagih di muka 
pengadilan. Berdasarkan pada Pasal 222 ayat 3 UU 
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No. 37 Tahun 2004, kreditur yang memperkirakan 
bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar 
utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat 
ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi 
penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk me-
mungkinkan debitur mengajukan rencana perdamai-
an yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau 
seluruh utang kepada krediturnya. Kreditur ini pun 
dibedakan menjadi :
1. Kreditur separatis. Diatur dalam Pasal 56 UU 
No. 37 Tahun 2004. Yang di maksud dengan kre-
ditur separatis adalah kreditur yang memiliki 
jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), se-
perti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, 
fidusia, dll.
2. Kreditur preferen. Berdasarkan pada Pasal 1139 
dan Pasal 1149 KUHPer. Yang di maksud de-
ngan kreditur preferen adalah kreditur yang 
memiliki hak istimewa atau hak prioritas sesuai 
dengan yang diatur oleh undang-undang yang 
bersangkutan.
3. Kreditor konkuren. Berdasarkan pada Pasal 
1131 jo. Pasal 1132 KUHPer. Kreditur golongan 
ini adalah semua Kreditur yang tidak masuk 
Kreditur separatis dan tidak termasuk Kreditur 
preferen. 
Metodologi Penelitian
Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan de-
ngan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami 
suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya 
untuk menemukan jawaban yang dapat dipertang-
gungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keab-
sahannya (Ruslan, 2008). Metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pen-
dekatan yuridis empiris didukung yuridis normatif, 
karena selain menggunakan data sekunder sebagai 
acuan, penulis juga mengadakan penelitian terha-
dap data primer di lapangan sebagai acuan dalam 
menemukan jawaban bagaimana kepastian hukum 
dan perlindungan hukum pelaksanaan eksekusi ter-
hadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi) 
antara termohon Penundaan Kewajiban Pembayar-
an Utang (PKPU) dan kreditur. 
Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat penelitian 
deskriptif. Di mana pada penelitian ini menggam-
barkan pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian 
yang telah disahkan (homologasi) antara termohon 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 
terhadap kreditur. Dari bentuknya, penelitian ini 
adalah penelitian perspektif. Di mana pada peneliti-
an ini akan diberikan metode-metode agar perjanjian 
yang telah disahkan (homologasi) antara termohon 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 
terhadap kreditur tidak melanggar peraturan per-
undang-undangan yang berlaku. Dari tujuannnya, 
penelitian ini adalah penelitian problem solution. Di 
mana pada penelitian ini akan diberikan suatu jalan 
keluar. Dan dari sudut penerapannya penelitian ini 
adalah penelitian terapan. 
Pada penelitian ini, penulis selain menekankan 
penggunaan data sekunder sebagai sumber data 
untuk memberi solusi terbaik dari permasalahan 
yang diangkat, yang menurut kekuatan mengikat-
nya terbagi lagi menjadi (Ibrahim, 2006):
a. Bahan hukum primer yang digunakan sesuai 
dengan objek yang akan diteliti yakni: 1) Nor-
ma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan UUD 
1945; 2) Peraturan Dasar, yakni UUD 1945; dan 
3) Peraturan perundang-undangan (UU, PP, dan 
Perda, dll.) yang terkait dengan objek yang dite-
liti.
b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 
adalah buku-buku, tesis, jurnal, dan dokumen-
-dokumen yang mengulas tentang perjanjian 
utang piutang yang nantinya akan dijadikan se-
bagai analisis dalam penelitian ini
c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum 
yang memberikan petunjuk atau penjelasan ter-
hadap bahan hukum primer dan sekunder se-
perti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah selain dari studi kepustaka-
an juga menggunakan studi lapangan berupa wa-
wancara (interview) untuk mendapatkan jawaban 
dari rumusan masalah penelitian ini. Metode yang 
digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah 
analisis data secara kualitatif, karena tidak melibat-
kan variabel di dalamnya dalam menjawab rumus-
an masalah.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terha-
dap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homolo-
gasi) Antara Termohon Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kreditur
Berdasarkan teori kepastian hukum yang penulis 
gunakan dalam penelitian ini, yaitu teori kepastian 
hukum milik Gustav Radbruch. Di mana menurut-
nya kepastian hukum didapat dari penerapan hu-
kum positif dan negara Indonesia sendiri menerap-
kan hukum positif, sehingga dalam menemukan 
jawaban pada penelitian ini penulis menggunakan 
Herlambang, Nurwidiatmo & Kadir/Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi)
-29-
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Da-
sar dari perjanjian homologasi adalah perjanjian 
itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, pada umumnya suatu perjanjian dina-
makan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena 
ada dua pihak yang setuju untuk melakukan sesu-
atu. Dapatlah dikatakan bahwa antara perjanjian 
dan persetujuan itu adalah sama artinya. Di mana 
persetujuan atau yang dinamakan overeenkomsten 
yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau le-
bih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang 
bertujuan mengikat kedua belah pihak.”
Tujuan awal dari dilakukannya perjanjian homolo-
gasi antara debitur dengan kreditur adalah untuk 
mencegah seorang debitur yang apapun sebabnya 
berada dalam kesulitan, kekurangan uang, atau 
sukar memperoleh kredit, dinyatakan pailit yang 
berakibat bahwa harta kekayaan dijual dan perusa-
haannya terpaksa dihentikan, sedangkan jika per-
usahaan itu dapat terus dijalankan, debitur tidak 
kehilangan harta kekayaannya dan para kreditur 
mungkin mendapatkan pembayaran piutang mere-
ka lebih memuaskan daripada jika debitur dinyata-
kan pailit (Sembiring, 2006).
Kesempatan yang telah diberikan oleh kreditur 
kepada debitur dalam Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tidak dapat di-
manfaatkan sebaik mungkin oleh debitur. Merasa 
mendapat timbal balik yang tidak menyenangkan 
atas kebaikannya, maka kreditur menuntut pemba-
talan perjanjian homologasi tersebut melalui Penga-
dilan Niaga.
Seandainya tuntutannya tersebut dikabulkan oleh 
Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidang-
an, maka status debitur akan menjadi debitur yang 
dipailitkan kembali dan berdasarkan Pasal 175 ayat 
1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang sudah tidak dapat melakukan perjanjian ho-
mologasi kembali. Dilanjutkan pada Pasal 175 ayat 
2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayar-
an Utang, Kurator wajib seketika memulai dengan 
pemberesan harta pailit.
Pemohon mengajukan permohonan pernyataan 
pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, 
Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan per-
mohonan tersebut pada tanggal permohonan yang 
bersangkutan diajukan dan kepada pemohon di-
berikan tanda terima tertulis yang ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang 
sama dengan tanggal pendaftaran. Pasal 6 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang mewajibkan Panitera untuk menolak pendaf-
taran permohonan pernyataan pailit bagi institusi 
sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat 
(4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan 
ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Pasal 6 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang ini pernah diajukan Judicial Review di Mah-
kamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konsti-
tusi Perkara No. 071/PUU-II/2004 dan Perkara No-
mor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa 
Pasal 6 ayat (3) beserta penjelasannya tidak mempu-
nyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan dipailitkannya debitur, maka proses pe-
ngeksekusian aset debitur sudah dapat mulai di-
lakukan. Menurut Pasal 185 ayat 1 dan 2 Undang-
-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 
Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pe-
ngeksekusian aset debitur tidak hanya terbatas pada 
eksekusi melalui pengadilan, akan tetapi dapat juga 
melalui pelelangan dan penjualan di bawah tangan.
Perlindungan Hukum Pelaksanaan Eksekusi 
Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Ho-
mologasi) Antara Termohon Penundaan Kewa-
jiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan  Kreditur
Berdasarkan teori perlindungan hukum yang penu-
lis gunakan dalam penelitian ini, yaitu teori perlin-
dungan hukum milik Philipus M. Hadjon. Di mana 
menurutnya, perlindungan hukum didapat melalui 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan Teori 
kepastian hukum milik Gustav Radbruch yang telah 
dijelaskan sebelumnya, sehingga untuk menganali-
sis perlindungan hukum pelaksanaan eksekusi ter-
hadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi) 
antara termohon Penundaan Kewajiban Pembayar-
an Utang (PKPU) dan kreditur, penulis juga meng-
gunakan putusan pengadilan yang digunakan da-
lam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.
Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal yang 
berhubungan dengan utang piutang sudah banyak 
dirumuskan dalam undang-undang yang ada. Di 
antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Ben-
da Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Undang-
-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia.
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Berbeda lagi jika debitur memiliki lebih dari satu 
kreditur, perlindungan hukum terhadap kreditur 
diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Ta-
hun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewa-
jiban Pembayaran Utang, di mana apabila debitur 
yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak 
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah 
jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit 
dengan putusan Pengadilan, baik atas permohon-
annya sendiri maupun atas permohonan satu atau 
lebih krediturnya. Namun yang terjadi pada putus-
an yang digunakan dalam penelitian ini, meskipun 
debitur sudah diberi kesempatan oleh kreditur de-
ngan dilakukannya perjanjian homologasi, debitur 
tetap lalai dalam memenuhi kewajibannya memba-
yar utangnya.
Akibat dari lalainya debitur dalam memenuhi ke-
wajibannya membayar utangnya, akhirnya kreditur 
menuntut agar perjanjian homologasi dibatalkan. 
Hal ini sesuai dengan Pasal 170 ayat 1 Undang-
-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 
Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di 
mana apabila debitur lalai memenuhi perjanjian ho-
mologasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut 
pembatalan perjanjian tersebut. Akan tetapi Majelis 
Hakim dalam putusan yang digunakan dalam pene-
litian ini tidak mengabulkan tuntutan dari kreditur, 
sehingga perlindungan hukum terhadap kreditur ti-
dak terwujud, dikarenakan meskipun debitur telah 
secara nyata dan terbukti melakukan wanprestasi 
terhadap perjanjian homologasi, gugatan kreditur 
untuk membatalkan perjanjian tersebut tidak dika-
bulkan oleh Majelis Hakim.
Gugatan pada tingkat kasasi ini merupakan kelan-
jutan dari gugatan kreditur yang tidak puas oleh 
amar putusan Judex Facti Pengadilan Niaga dalam 
Putusan Nomor 09/2016 yang terlebih dahulu tidak 
mengabulkan gugatan pembatalan perjanjian ho-
mologasi. Adapun rasa tidak puas tersebut dikare-
nakan kreditur merasa :
1. Judex Facti Pengadilan Niaga dalam Putusan 
Nomor 09/2016 telah salah menerapkan atau 
melanggar Pasal 170 ayat 1 Juncto Pasal 8 ayat 
4 Undang Undang Kepailitan karena mengang-
gap adanya itikad baik Termohon Kasasi ha-
nya karena membayar sebagian kecil utangnya 
kepada Pemohon Kasasi I padahal nyata-nyata 
Termohon Kasasi telah wanprestasi atas perjan-
jian perdamaian yang telah dihomologasi mela-
lui putusan pengesahan perdamaian.
2. Judex Facti Pengadilan Niaga dalam Putusan 
Nomor 09/2016 telah salah menerapkan atau 
melanggar Pasal 1888 Kitab Undang Undang 
Hukum Perdata karena memutuskan bahwa Pe-
mohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon 
VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pe-
mohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII bu-
kan anggota serikat karyawan (sekar makmur) 
hanya berdasarkan bukti fotokopi daftar anggo-
ta serikat karyawan yang diajukan oleh Termo-
hon Kasasi.
3. Judex Facti Pengadilan Niaga telah salah mene-
rapkan atau melanggar asas audi et alteram par-
tem karena sama sekali tidak mempertimbang-
kan dalil-dalil Para Pemohon Kasasi Karyawan 
yang tidak dibantah kebenarannya sebagai ang-
gota serikat karyawan oleh Termohon Kasasi.
4. Judex Facti Pengadilan Niaga telah nyata-nya-
ta salah menerapkan atau melanggar Pasal 170 
ayat 1 Undang Undang Kepailitan karena me-
nyatakan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon 
V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pe-
mohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pe-
mohon XIII seharusnya mengajukan tuntutan 
hak pembayaran gaji ke Pengadilan Hubungan 
Industrial.
5. Judex Facti Pengadilan Niaga tidak memper-
timbangkan alasan-alasan hukum diajukannya 
permohonan pembatalan atas perjanjian perda-
maian yang telah dihomologasi melalui putus-
an pengesahan perdamaian oleh Para Pemohon 
Kasasi.
Akan tetapi atas keberatan dari kreditur tersebut, 
Majelis Hakim pada putusan yang digunakan dalam 
penelitian ini tetap menolak gugatan pembatalan 
perjanjian homologasi, dikarenakan Majelis Hakim 
merasa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadil-
an Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus/Pemba-
talan Perdamaian/2016/PN NIAGA.JKT.PST. juncto 
Nomor 66/PKPU/2013/PN NIAGA JKT.PST. tanggal 
2 November 2016 dalam perkara ini tidak berten-
tangan dengan hukum dan/atau undang-undang, 
sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh 
Pemohon Kasasi yaitu PT TELSATINDO MANDIRI 
dan kawan-kawan tersebut harus ditolak. Oleh ka-
rena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 
ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum un-
tuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat 
peradilan dengan memperhatikan Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pe-
nundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-
-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diu-
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bah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-
-undangan lain yang bersangkutan.
Hal ini kemungkinan besar dikarenakan dalam su-
atu perjanjian juga perlu memperhatikan asas-asas 
yang terdapat di dalamnya yang merupakan dasar 
dari hukum itu sendiri. Mariam Darus Badrulza-
man dalam bukunya yang berjudul Kompilasi hu-
kum Perikatan membagi asas-asas perjanjian menja-
di asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, 
asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas 
persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepas-
tian hukum, asas moral dan terakhir asas kepatutan 
(Badrulzaman, 2001).
Simpulan
1. Dalam prakteknya Kepastian Hukum Pelaksa-
naan eksekusi terhadap perjanjian yang telah 
disahkan (homologasi) antara termohon Penun-
daan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan 
kreditur belum terjamin walapun sudah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 37  Tahun 2004 
Pasal 170 Ayat 1 tentang Kepailitan Dan Penun-
daan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana 
apabila debitur lalai memenuhi perjanjian yang 
telah disahkan (homologasi) tersebut, maka kre-
ditur dapat menuntut pembatalan perjanjian 
tersebut, yang membuat posisi debitur dapat 
dipailitkan kembali, sehingga segala aset yang 
dimiliki debitur dapat dieksekusi seperti sebe-
lum adanya perjanjian yang telah disahkan (ho-
mologasi).
1. Dalam prakteknya  Perlindungan Hukum Pelak-
sanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah 
disahkan (homologasi) antara termohon Penun-
daan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan 
kreditur pada putusan yang digunakan dalam 
penelitian ini tidak terwujud bagi kreditur, mes-
kipun debitur telah secara nyata dan terbukti 
melakukan wanprestasi terhadap perjanjian ho-
mologasi, gugatan kreditur untuk membatalkan 
perjanjian tersebut tidak dikabulkan oleh Maje-
lis Hakim.
Saran
1. Untuk mendapatkan Kepastian Hukum Pelak-
sanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah 
disahkan (homologasi) antara termohon Penun-
daan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan 
kreditur ,walaupun sudah di atur dalam Pasal 
170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewa-
jiban Pembayaran Utang (PKPU), alangkah ba-
iknya apabila :
a. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Ke-
pailitan yang memuat mengenai kepastian 
hukum lebih diperjelas lagi pemaknaannya 
agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.
b. Landasan Hukum objek pembatalan per-
janjian, berdasarkan perjanjian yang telah 
disahkan (homogolasi) tersebut.
2. Untuk mendapatkan Perlindungan Hukum Pe-
laksanaan eksekusi terhadap perjanjian yang 
telah disahkan (homologasi) antara termohon 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) dan kreditur, didapat dalam Undang-
-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepai-
litan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU), namun alangkah baikanya apa-
bila : 
a. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Kepai-
litan yang memuat mengenai Perlindungan 
Hukum lebih diperjelas lagi pemaknaan-
nya agar tidak terjadi perbedaan penafsir-
an.
b. Kreditur dalam mengajukan Pembatalan 
Perdamaian harus memperhatikan Asas-
-asas Kepailitan dan kewenangan Subjek 
Hukum berdasarkan pada Perjanjian yang 
sudah disahkan (homogolasi). 
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